Hubungan Antara Investasi Asing Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta by Salqaura, Siti Athalia & Muta'ali, Lutfi
Hubungan Antara Investasi Asing Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Istimewa 
Yogyakarta  
 
Siti Athalia Salqaura 
siti.athalia.s@mail.ugm.ac.id 
 
Luthfi Muta’ali 
luthfi.mutaali@ gmail.com 
 
ABSTRACT  
 
The aims of this research are to find out the economic potential of the regions among the 
regencies/cities, the dynamics of incoming investment, the leading sectors of GRDP, foreign investment, 
and domestic investment, and the relationship between foreign investment and economic growth in the 
Special Region of Yogyakarta. The techniques of analyzing data of this study are economic growth 
analysis, Klassen typology analysis, descriptive analysis, Location Qu otient analysis, and Pearson 
Product Moment correlation analysis. The results of the research show that th e Yogyakarta City and 
Sleman belong to fast-growing regions, Bantul and Gunungkidul belong to fast -developing regions, and 
Kulon Progo is a relatively left behind region. Investments that entered Special Region of Yogyakarta 
for the past 17 years experienced dynamics and tended to increase with the proportion of foreign 
investment greater than domestic investment. The leading sector in GRDP, foreign investment, and 
domestic investment is the service sector. The relationship between foreign investment and GR DP, 
foreign investment and GRDP per capita, domestic investment and GRDP, as well as domestic 
investment and GRDP per capita in each regency/city during the observation year in Special Region of 
Yogyakarta show a significant relationship, except for the re lationship between domestic investment 
and GRDP per capita in the Yogyakarta City. The levels of relationships obtained from all the 
correlation test results are at a very strong, strong, and quite strong level with the directions of the 
relationships throughout the analysis results being positive. 
 
Keywords: foreign investment, economic growth, Location Quotient, Klassen typology, Pearson 
Product Moment correlation analysis 
 
INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi ekonomi wilayah antar kabupaten/kota, 
dinamika investasi yang masuk, sektor unggulan PDRB, PMA, dan PMDN, serta hubungan antara 
investasi asing dan pertumbuhan ekonomi di D. I. Yogyakarta. Teknik analisis d ata yang digunakan 
adalah analisis pertumbuhan ekonomi, analisis tipologi Klassen, analisis deskriptif, analisis Location 
Quotient (LQ), dan analisis korelasi Pearson Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman tergolong wilayah cepat maju dan cepat tumbuh, Kabupaten 
Bantul dan Kabupaten Gunungkidul tergolong wilayah berkembang cepat, dan Kulon Progo tergolong 
wilayah relatif tertinggal. Penanaman modal yang masuk di D. I. Yogyakarta selama 17 tahun terakhir 
mengalami dinamika dan cenderung mengalami kenaikan dengan proporsi PMA lebih besar dibanding 
PMDN. Sektor unggulan dalam PDRB, PMA, dan PMDN adalah sektor jasa. Hubungan antara PMA 
dan PDRB, PMA dan PDRB per kapita, PMDN dan PDRB, serta PMDN dan PDRB per kapit a di tiap 
kabupaten/kota selama tahun pengamatan di D. I. Yogyakarta menunjukkan hubungan yang signifikan, 
kecuali pada hubungan PMDN dan PDRB per kapita di Kota Yogyakarta. Tingkat hubungan yang 
diperoleh dari semua hasil uji korelasi berada di tingkat sa ngat kuat, kuat, dan cukup kuat dengan arah 
hubungan seluruh hasil analisis adalah positif. 
 
Kata kunci: investasi asing, pertumbuhan ekonomi, Location Quotient, tipologi Klassen, korelasi 
Pearson Product Moment 
PENDAHULUAN 
Geografi merupakan kajian ilmu yang 
amat luas dan memiliki banyak fokus, salah 
satunya berfokus untuk membangun suatu 
wilayah. Membangun suatu wilayah tentu 
memiliki tolak ukur untuk dapat dikatakan 
sebagai wilayah yang berkembang atau maju. 
Tolak ukur yang paling mudah dilihat dari suatu 
daerah adalah kondisi pertumbuhan ekonomi 
daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi 
menjadi dasar yang mutlak untuk mengetahui 
kondisi keberhasilan suatu daerah maka 
pertumbuhan ekonomi tak dapat lepas dari 
usaha membangun suatu daerah. Membangun 
suatu daerah didalamnya terdapat komponen 
yang sangat kompleks, salah satunya adalah 
adanya pendekatan keruangan yang sangat 
dibutuhkan karena berperan dalam 
meningkatkan keberhasilan daerah terkait hal-
hal fisik (alam, infrastruktur, fasilitas, gedung, 
sarana, prasarana, transportasi, dan lain 
sebagainya), sosial, budaya, politik, keamanan, 
hingga ekonomi suatu daerah.  
Pembangunan daerah membutuhkan 
pembiayaan yang sangat besar untuk dapat 
mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, 
yang kebutuhan pem biayaan tersebut dapat 
diperoleh dari sumber-sumber pendanaan 
dalam negeri maupun luar negeri (asing) 
(Kairupan, 2013: 2). Pendanaan yang berasal 
dari dalam negeri maupun luar negeri disebut 
dengan investasi atau penanaman modal dalam 
negeri maupun asing. Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 
pasal 3 ayat (2) memberikan poin pernyataan 
bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman 
modal salah satunya adalah untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 
Dengan demikian, kegiatan penanaman m odal 
merupakan hal yang vital dalam menciptakan 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi suatu 
daerah. 
Investasi asing atau penanaman modal 
asing merupakan sumber dana eksternal 
terbesar dan terkonstan bagi negara-negara 
berkembang (United Nations, 2017: X). 
Pernyataan ini sangat sesuai untuk diterapkan 
dan diuji di Indonesia untuk mengetahui 
kemandirian dan keberhasilan Indonesia dalam 
memberikan dan menerima investasi, baik ke 
luar maupun ke dalam negeri dan dari dalam 
maupun luar negeri. Penanaman Modal Asing 
(PMA) berfungsi sebagai salah satu sumber 
energi untuk pemerintah menggerakkan 
pembangunan daerah.  
Daerah Istimewa Yogyakarta 
merupakan daerah dengan destinasi pariwisata 
dan pendidikan yang amat banyak dan 
beragam. Kedua sektor ini memberikan 
peluang terbuka untuk para investor menanam 
modal di D. I. Yogyakarta. Terlihat dari 
banyaknya hotel yang berdiri, mall, tempat 
hiburan, tempat wisata, kafe, dan lainnya, 
menunjukkan bahwa banyak investor yang 
telah menanamkan modalnya. Interpretasi 
peneliti didukung oleh pernyataan Bank 
Indonesia (2016) yang menyebutkan bahwa 
pariwisata sebagai sektor utama dalam 
pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Tidak menutup kemungkinan jika 
terdapat banyak modal yang berasal dari 
investor asing. 
Bank Indonesia (2016) menyatakan 
bahwa peranan investasi terhadap PDRB 
Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 31%. 
Namun, berdasarkan data Perkembangan 
Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Laporan 
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut 
Lokasi tahun 2015, D. I. Yogyakarta berada di 
peringkat ke-10 terbawah dari 34 provinsi di 
Indonesia dengan nilai investasi US$89.1 juta 
dengan jumlah proyek sebanyak 130. Tahun 
berikutnya, D. I. Yogyakarta berada di 
peringkat ke-2 terbawah dari 34 provinsi di 
Indonesia dengan nilai investasi hanya 
US$19.6 juta dengan jumlah proyek 252. 
Perkembangan Realisasi Investasi PMA 
Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman 
Modal (LKPM) Menurut Lokasi Q2 Tahun 
2017 menunjukkan bahwa D. I. Yogyakarta 
berada di peringkat ke-6 terbawah dari 34 
provinsi di Indonesia dengan  nilai investasi 
US$10.8 juta dengan 113 proyek.  
BPS DIY (2018) menekankan bahwa 
pada tahun 2017 kontribusi PDRB D. I. 
Yogyakarta terhadap 34 provinsi di Indonesia 
posisinya relatif kecil, yaitu 0,86 persen. 
Diketahui bahwa 62,7 persen pertumbuhan 
ekonomi Indonesia ditunjang oleh 
pertumbuhan Pulau Jawa. Provinsi D. I. 
Yogyakarta merupakan provinsi dengan laju 
pertumbuhan ekonomi terendah di antara enam 
provinsi di Pulau Jawa dengan nilai 1,47 
persen. PMA di D. I. Yogyakarta tergolong 
rendah dengan pertumbuhan ekonominya yang 
juga tergolong rendah. Oleh sebab itu, perlu 
diteliti apakah penanaman modal asing 
memiliki hubungan yang positif dengan 
pertumbuhan ekonomi D. I. Yogyakarta . 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui potensi ekonomi wilayah antar 
kabupaten/kota, dinamika investasi yang 
masuk, sektor basis perekonomian, PMA, dan 
PMDN, serta hubungan investasi asing dan 
pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif. Metode ini adalah 
metode yang digunakan untuk meneliti atau 
mengamati “kemunculan” secara menyeluruh 
pada suatu ketika atau masa tertentu (Prastowo, 
2016: 57) dan memberikan deskripsi suatu 
gejala atau masyarakat (Sukandarrumidi, 2012: 
104). Jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder. Penelitian ini menggunakan unit 
analisis, yaitu time series . Time series adalah 
jenis data yang dikumpulkan menurut urutan 
waktu dalam suatu rentang waktu (Rosadi, 
2006: 1). Data penelitian ini bersumber dari 
berbagai instansi, diantaranya adalah BPS DIY 
dan BKPM DIY. 
Metode analisis untuk menjawab 
tujuan pertama adalah menggunakan dua 
metode analisis sekaligus, yaitu analisis 
pertumbuhan ekonomi dan analisis tipologi 
Klassen. Menjawab tujuan kedua, yaitu 
mengetahui dinamika investasi di DIY 
menggunakan analisis deskriptif. Kemudian, 
metode analisis yang digunakan untuk 
menjawab tujuan ketiga adalah analisis 
Location Quotient. Serta, untuk menjawab 
tujuan keempat menggunakan analisis korelasi 
Pearson Product Moment. Berikut adalah 
teknik-teknik analisis yang digunakan selama 
penelitian. 
 
Analisis Pertumbuhan Ekonomi 
Berikut ini adalah rumus yang 
digunakan untuk menghitung pertumbuhan 
ekonomi (Muta’ali, 2015: 52& 59):  
 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota 
(ri): 
𝑟 = [
(𝑃𝐷𝑅𝐵  𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛  𝑡 − 𝑃𝐷𝑅𝐵  𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛  𝑡 − 1)
𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛  𝑡 − 1
] × 100%  
Keterangan: 
PDRB Konstan Kabupaten t = PDRB konstan 
kabupaten pada tahun t  
PDRB Konstan Kabupaten t-1 = PDRB konstan 
kabupaten pada tahun t-1 
 
 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi (r): 
𝑟 = [
(𝑃𝐷𝑅𝐵  𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛  𝑡 − 𝑃𝐷𝑅𝐵  𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛  𝑡 − 1)
𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛  𝑡 − 1
] × 100%  
Keterangan: 
PDRB Konstan Provinsi t = PDRB konstan 
provinsi pada tahun t  
PDRB Konstan Provinsi t-1 = PDRB konstan 
provinsi pada tahun t-1 
 
 PDRB per Kapita Kabupaten/Kota (Yi): 
𝑌𝑖 =
𝑃𝐷𝑅𝐵  𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛  𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛
∑ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘  𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛
 
 
 PDRB per Kapita Provinsi (Y): 
𝑌 =
𝑃𝐷𝑅𝐵  𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛  𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖
∑ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘  𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖
 
 
Analisis Tipologi Klassen  
Muta’ali (2015: 63) menyatakan, 
“Beberapa manfaat analisis tipologi 
Klassen diantarnya [sic!] 
1. menentukan potensi perkembangan 
perekonomian wilayah  
2. menganalisis kinerja perekonomian 
regional 
3. menentukan prioritas wilayah 
pengembangan wilayah 
4. menyusun klasifikasi tingkat 
perekonomian wilayah  
5. dasar perumusan kebijakan dan 
program pembangunan wilayah”  
 
Tabel Klasifikasi Tipologi Klassen 
Perkembangan Ekonomi Wilayah  
 
 
Laju 
Pertumbuhan 
Ekonomi (r) 
PDRB per Kapita (Y) 
Yi > Y Yi < Y 
ri > r 
Kuadran I 
Wilayah 
cepat maju 
dan cepat 
tumbuh 
(Yi > Y, ri 
> r) 
Kuadran III  
Wilayah 
berkembang 
cepat 
(Yi < Y, ri 
> r) 
ri < r 
Kuadran II  
Wilayah 
maju tapi 
tertekan 
(Yi > Y, ri 
< r) 
Kuadran IV 
Wilayah 
relatif 
tertinggal 
(Yi < Y, ri 
< r) 
Sumber: Syafrizal (1997) dalam Muta’ali 
(2015: 63) 
Keterangan: 
ri =Laju pertumbuhan PDRB 
Kabupaten/Kota i 
r = Laju pertumbuhan PDRB Provinsi 
Yi = PDRB per kapita Kabupaten/Kota i 
Y = PDRB per kapita Provinsi 
 
Analisis Location Quotient (LQ) 
Berikut ini adalah rumus Location 
Quotient (Muta’ali, 2015: 91): 
𝐿𝑄𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗
𝑅𝑉𝑗
⁄
𝑋𝑖
𝑅𝑉⁄
 
Keterangan: 
LQ ij = Indeks/koefisien Location Quotient 
sektor i di kabupaten/kota j 
X ij = PDRB sektor i kabupaten/kota j  
X i = PDRB sektor i provinsi (acuan) 
RV j = Total PDRB kabupaten/kota j 
RV = Total PDRB provinsi (acuan) 
 
Analisis Korelasi Pearson Product Moment 
Analisis ini menggunakan perangkat 
lunak bantu, yaitu SPSS 23. Peneliti 
menggunakan analisis korelasi karena analisis 
ini merupakan alat statistik yang digunakan 
untuk mengetahui derajat hubungan linear 
antara suatu variabel dengan variabel lainnya 
(Algifari, 1997: 31) yang sesuai dengan topik 
penelitian. Sunyoto (2007: 31) menyebutkan 
bahwa hubungan antara variabel bebas (“X”) 
dan variabel terikat (“Y”) disebut korelasi 
bivariat. Ukuran korelasi yang 
mendeskripsikan hubungan antar variabel dapat 
dilihat melalui koefisien korelasi (“r”), yaitu 
suatu ukuran arah dan kekuatan hubungan 
linear antara dua variabel random (Watson & 
Craft dalam Sunyoto, 2007:31). Form ula yang 
dapat digunakan untuk menghitung koefisien 
korelasi oleh Carl Pearson (Sunyoto, 2007) 
adalah: 
𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 − (∑ 𝑋𝑖𝑛𝑖=1 )(∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 )
𝑛
𝑖=1
√𝑛 ∑ 𝑋𝑖 2𝑛𝑖=1 − (∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1
)2 √𝑛 ∑ 𝑌𝑖 2 − (∑ 𝑌𝑖𝑛𝑖=1 )
2𝑛
𝑖=1
 
 
Keterangan: 
r = koefisien korelasi 
n = jumlah data 
Xi = variabel bebas (PMA dan PMDN) 
Yi = variabel terikat (PDRB) 
 
Kriteria nilai koefisien korelasi (Nugroho dkk, 
2008):  
−1 ≤ 𝑟 ≤ 1 
Keterangan: 
r = 1, hubungan X dan Y sempurna dan 
positif (mendekati 1, yaitu hubungan 
sangat kuat dan positif) 
r = -1, hubungan X dan Y sempurna dan 
negatif (mendekati -1, yaitu hubungan 
sangat kuat dan negatif) 
r = 0, hubungan X  dan Y lemah sekali atau 
tidak ada hubungan  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Potensi Ekonomi Wilayah Antar 
Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2017  
Berdasarkan tabel 1.1, daerah sebagai 
penyumbang terbesar PDRB pada tahun 2017 
di D. I. Yogyakarta adalah Sleman yang 
memberikan andil sebesar 31 persen, kemudian 
Kota Yogyakarta, Bantul, Gunungkidul, dan 
Kulon Progo. Masing-masing kabupaten/kota 
memiliki lapangan usaha dominan yang 
berbeda-beda, diantaranya adalah Kulon Progo 
memiliki lapangan usaha pertanian yang masih 
mendominasi perekonomian kabupaten 
tersebut (BPS Kulon Progo, 2018), sektor 
industri pengolahan dan pertanian memberikan 
peranan terbesar di Bantul (BPS Bantul, 2018), 
sektor pertanian memberikan kontribusi 
terbesar dalam PDRB Gunungkidul (BPS 
Gunungkidul, 2017), sektor industri 
pengolahan memberikan kontribusi terbesar 
dalam PDRB Sleman (BPS Sleman, 2018), 
serta Kota Yogyakarta memiliki sektor jasa 
yang mendominasi dalam perekonomian dan 
berperan sangat penting terhadap pembentukan 
PDRB tersebut (BPS Kota Yogyakarta, 2018).   
Tabel 1.1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 
Menurut Kabupaten di Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2017  
Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018  
Kabupaten 
Nilai PDRB 
(Juta Rupiah) 
Kontribusi 
Kulon Progo  2,397,042 8% 
Bantul 5,655,246 19% 
Gunungkidul 4,616,385 15% 
Sleman 9,176,909 31% 
Kota 
Yogyakarta  
7,954,262 27% 
Total 29,799,845 100%  
Umumnya, indikator yang digunakan 
untuk mengetahui keberhasilan hasil 
pembangunan suatu daerah adalah laju 
pertumbuhan ekonomi. Selain itu, laju 
pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat 
digunakan untuk membantu melahirkan arah 
kebijakan pembangunan di masa yang akan 
datang. Selama tahun 2016-2017, terjadi 
peningkatan yang tidak begitu signifikan pada 
tiap kabupaten. Kolon Progo mengalami 
kenaikan sebesar Rp33.402.000 dengan LPE 
sebesar 1,41 persen, Bantul mengalami 
kenaikan sebesar Rp274.022.000 dengan LPE 
sebesar 5,09 persen, Gunungkidul mengalami 
kenaikan sebesar Rp219.882.000 dengan LPE 
sebesar 5,00 persen, Sleman mengalami 
kenaikan sebesar Rp465.973.000 dengan LPE 
sebesar 5,35 persen, dan Yogyakarta 
mengalami kenaikan sebesar Rp396.236.000 
dengan LPE sebesar 5,24 persen. Sleman 
sebagai daerah dengan laju pertumbuhan 
ekonomi tertinggi dan Kulon Progo sebagai 
daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi 
terendah. 
  
 
Gambar 1.1.  Perkembangan dan Pertumbuhan 
PDRB Tiap Kabupaten/Kota di Daerah 
Istimewa Yogyakarta, 2016-2017 
Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018  
Bantul dan Gunungkidul memiliki laju 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 
walaupun nilai PDRB kabupaten-kabupaten 
tersebut tidak sebesar Sleman dan Yogyakarta. 
Ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi 
yang berlangsung di Bantul dan Gunungkidul 
semakin baik dan berkem bang pesat. 
Sedangkan, Kulon Progo dengan laju 
pertumbuhan ekonomi terendah 
mengindikasikan kegiatan ekonomi yang 
berlangsung tidak maksimal.  
 
Gambar 1.2. Keadaan PDRB dan Jumlah 
Penduduk Tiap Kabupaten/Kota di Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 
Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018  
Gambar 1.2 memberitahukan bahwa 
PDRB terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta 
adalah Kabupaten Sleman. Kemudian, disusul 
oleh Yogyakarta, Bantul, Gunungkidul, dan 
Kulon Progo. Kulon Progo adalah daerah 
dengan PDRB terendah di D. I. Yogyakarta 
pada tahun 2017. Begitu pula dengan jumlah 
penduduk, Sleman memiliki jumlah penduduk 
terbanyak. Daerah dengan jumlah penduduk 
terkecil adalah Kulon Progo dengan selisih 
yang sedikit dengan Yogyakarta.  
Sleman memiliki PDRB terbesar yang 
didorong oleh jumlah penduduk terbanyak 
pula. Dalam hal ini, Sleman membuktikan 
bahwa jumlah penduduk yang besar tidak 
menjadi penghambat pembangunan daerah. Ini 
dikarenakan daya dukung ekonomi yang efektif 
di suatu daerah tersebut cukup kuat memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan masyarakat, tak 
terkecuali penyediaan kesempatan kerja 
(Rahmatullah, 2015: 69). Rahmatullah (2015) 
dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 
jumlah penduduk produktif memberikan 
andil/pengaruh positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Berdasarkan BPS DIY (2018), 
Sleman memiliki jumlah penduduk produktif 
sebesar 70,80 persen yang artinya semakin 
banyak penduduk umur produktif memberikan 
andil besar dalam pertumbuhan ekonomi maka 
kualitas sumberdaya penduduk berumur 
produktif perlu ditingkatkan seiring dengan 
bertambahnya penduduk.  
Yogyakarta memiliki PDRB yang 
besar dengan jumlah penduduk terendah kedua 
di D. I. Yogyakarta. Hal ini menyebabkan 
PDRB per kapita yang tinggi. Akibatnya, 
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terjadi kesenjangan PDRB per kapita antara 
Kota Yogyakarta dengan empat kabupaten 
lainnya, terutama Kulon Progo, Gunungkidul, 
dan Bantul. PDRB per kapita juga dapat 
digunakan untuk melihat kesenjangan 
pendapatan antar daerah.  
Tujuan satu dan tujuan tiga dalam 
penelitian ini mencerminkan potensi ekonomi 
wilayah tiap kabupaten/kota di Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada 
pertumbuhan ekonomi regional untuk tujuan 
satu dan sektor potensial untuk tujuan tiga. 
Kedua dasar tersebut digunakan untuk 
menentukan prioritas dalam mengembangkan 
ekonomi wilayah di DIY. 
Tabel 1.2. Klasifikasi Kabupaten/Kota Menurut 
Tipologi Klassen di DIY 
Tipe 2017 
(I) 
Wilayah Cepat Maju 
dan Cepat Tumbuh 
Sleman, 
Yogyakarta  
(II) 
Wilayah Maju Tetapi 
Tertekan 
 
(III) 
Wilayah Berkembang 
Cepat 
Bantul, 
Gunungkidul 
(IV) 
Wilayah Relatif 
Tertinggal 
Kulon Progo  
Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018  
Kota Yogyakarta sebagai ibukota D. I. 
Yogyakarta memiliki peran yang sangat 
penting karena daerah ini mencerminkan D. I. 
Yogyakarta secara umum. Landmark D. I. 
Yogyakarta banyak berlokasi di Kota 
Yogyakarta, salah satunya seperti Keraton, 
sehingga kondisi pertumbuhan PDRB dan 
PDRB per kapita amat didorong di daerah ini. 
PDRB per kapita yang lebih tinggi dibanding 
PDRB per kapita provinsi mengindikasikan 
sebuah produktivitas wilayah yang sangat baik 
terkait dengan kemampuan suatu wilayah untuk 
dapat mengembangkan wilayahnya dan 
menghasilkan sesuatu berupa pembangunan 
(Boki, 2010: 105). Tingginya PDRB per kapita 
di Yogyakarta juga dikarenakan oleh nilai total 
PDRB di daerah tersebut relatif tinggi dengan 
jumlah penduduk yang sedikit. Kota 
Yogyakarta dapat berada di posisi kuadran I 
karena pembangunan daerah yang berjalan 
mampu memanfaatkan dan memaksimalkan 
potensi yang dimiliki dengan baik dan benar.  
Menurut Soemardjan (1985) dalam 
Faturochman (1990), perkembangan suatu kota 
akan mengikuti pola lingkungan konsentrik dan 
menurutnya pusat perkembangan Kota 
Yogyakarta adalah keraton. Hal tersebut 
berdasarkan pembagian daerah menurut fungsi 
kekuasaan tradisional. Selain keraton, pusat 
perkembangan Kota Yogyakarta adalah daerah 
utara Kota Yogyakarta yang berbatasan dengan 
Sleman. Banyaknya aktivitas ekonomi di 
daerah ini, seperti berdirinya perguruan tinggi 
UGM, IAIN, UII, Universitas Sanata Dharma, 
Universitas Atmadjaya, dan lainnya, memicu 
aktivitas-aktivitas ekonomi untuk mendukung 
aktivitas ekonomi tersebut. Perkembangan 
Kota Yogyakarta turut mengarah ke timur. Ini 
disebabkan oleh adanya Bandara Adi Sucipto 
dan kompleks perumahan angkatan udara 
(Faturochman, 1990). Meskipun secara 
administrasi bandara ini masuk ke Sleman, 
tetapi dampak yang diberikan juga tersalurkan 
ke Kota Yogyakarta. Selain itu, Kota 
Yogyakarta memiliki infrastruktur yang baik 
dan memadai, baik itu infrastruktur jalan, 
infrastruktur pendidikan, infrastruktur rumah 
sakit, infrastruktur listrik, maupun infrastruktur 
lainnya. Menurut Sukwika (2018: 126-127), 
keberadaan infrastruktur mempunyai 
keterkaitan yang erat dengan tingkat 
perkembangan suatu wilayah, yang 
diindikasikan oleh laju pertumbuhan ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakat.  
Kondisi yang sama juga terjadi di 
Kabupaten Sleman, yaitu sebagai wilayah yang 
cepat maju dan cepat tumbuh. Sleman masuk 
dalam kriteria tersebut karena daerah ini 
memiliki peran vital sebagai pusat pendidikan, 
perdagangan, dan jasa di D. I. Yogyakarta. 
Faktor strategis tersebut mampu memberikan 
keuntungan kepada penduduk untuk dapat 
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, 
seperti dunia usaha. Selain itu, berdasarkan 
jalur lintas antar daerah, Kabupaten Sleman 
dilewati oleh jalur jalan negara, artinya bahwa 
jalur ini adalah jalur ekonomi yang 
menghubungkan Sleman dengan kota 
pelabuhan, seperti Semarang, Surabaya, dan 
Jakarta. Selain itu, Sleman sendiri dilalui oleh 
jalan arteri primer yang menghubungkan 
wilayah Yogyakarta dengan Magelang, Jawa 
Tengah (Devi, 2018: 95). Karakteristik 
sumberdaya yang ada di Sleman amat banyak 
dan sangat mendukung dalam perekonomian 
daerah, seperti sumberdaya air dan ekowisata 
yang berorientasi pada kegiatan gunungapi 
Merapi dan ekosistemnya, pusat pendidikan, 
perdagangan, dan jasa yang berada di wilayah 
aglomerasi Kota Yogyakarta, dsb. Wilayah 
aglomerasi ini berbasis pada kegiatan 
perdagangan dan jasa, hotel, dan restoran 
(Devi, 2018: 95). Pembangunan pusat 
perbelanjaan dan jasa perhotelan cukup 
signifikan di wilayah ini serta dengan 
banyaknya keberadaan perguruan tinggi di 
wilayah ini ikut membangkitkan perkembangan 
sektor perdagangan dan jasa guna mendorong 
kegiatan pendidikan tersebut (Devi, 2018).  
Berdasarkan hasil analisis, Bantul dan 
Gunungkidul merupakan wilayah yang 
berkembang cepat. Hal ini dapat diindikasikan 
oleh rendahnya daya beli masyarakat setempat. 
Rendahnya daya beli masyarakat di Bantul dan 
Gunungkidul termasuk dalam salah satu isu 
strategis yang terjadi kabupaten-kabupaten 
tersebut sehingga Bantul dan Gunungkidul 
berupaya untuk meningkatkan daya beli 
masyarakat dengan sasaran untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat dan 
menurunnya disparitas pendapatan. Norton 
(2002) dalam Zamharir (2016: 7) menyebutkan 
bahwa pertumbuhan PDRB per kapita yang 
tinggi mengindikasikan bahwa tersedianya 
lebih banyak kesempatan pekerjaan yang lebih 
baik serta tingkat pendapatan yang lebih tinggi. 
Zamharir (2016) juga menyatakan bahwa 
meningkatnya PDRB per kapita mampu 
meningkatkan standar kehidupan yang layak. 
Dengan demikian, daya beli masyarakat pun 
akan mengalami peningkatan.  
Bantul dan Gunungkidul adalah 
kabupaten-kabupaten dengan penduduk 
terpadat kedua dan ketiga di D. I. Yogyakarta 
pada tahun 2017 setelah Sleman, yaitu sebesar 
995.264 jiwa dan 729.364 jiwa, yang dapat 
menyebabkan menurunnya pendapatan per 
kapita akibat pertambahan penduduk yang 
tinggi (Arsyad, 1999: 226) apabila ketersediaan 
lapangan pekerjaan yang rendah dan tidak 
sebanding dengan pencari pekerjaan. 
Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul No. 19/ 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul No. 11/2016 tentang RPJMD 
Tahun 2016-2021 menyebutkan Bantul 
memiliki tingkat kemiskinan di atas D. I. 
Yogyakarta dan berada diurutan ketiga jika 
dibandingkan dengan kabupaten/kota di D. I. 
Yogyakarta. Begitu pula dengan Gunungkidul 
yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.  
Indeks kesulitan geografis 
Gunungkidul tertinggi dibandingkan dengan 
kabupaten lainnya yang menghambat 
perkembangan Gunungkidul (Adinugroho, 
2017: 17). Keadaan geografis yang berbukit 
dan bergunung menjadi kendala kegiatan 
pembangunan yang berlangsung di 
Gunungkidul. Disamping itu, Bantul dan 
Gunungkidul memiliki laju pertumbuhan 
PDRB yang tinggi menunjukkan bahwa 
semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB suatu  
daerah, semakin kompeten serta independen 
pula daerah tersebut menjalankan aktivitas 
ekonomi dalam pengembangan daerah.  
Kulon Progo pada tahun pengamatan 
tergolong ke dalam kriteria wilayah relatif 
tertinggal. Jumlah penduduk terendah dengan 
lapangan usaha yang mendominasi 
perekonomian adalah pertanian yang masih 
cenderung memakai metode tradisional dan 
kurangnya inovasi, merupakan salah satu 
alasan Kulon Progo tergolong wilayah yang 
relatif tertinggal. Hal ini menyebabkan 
pendapatan per kapita yang rendah yang 
mengakibatkan Kulon Progo menyandang 
sebagai kabupaten termiskin di D. I. 
Yogyakarta. Ditambah dengan laju 
pertumbuhan sektor pertanian yang cenderung 
menurun akibat banyak faktor, salah satunya 
adalah tidak adanya penerus akibat banyaknya 
penduduk yang bermigrasi. Diharapkan dengan 
dibangunnya bandara New Yogyakarta 
International Airport (NYIA) mampu 
meningkatkan perekonomian daerah Kulon 
Progo mengingat gencarnya pembangunan 
infrastruktur yang dilakukan untuk mendukung 
pengoperasian bandara baru tersebut, seperti 
pembangunan underpass Jalan Jalur Lintas 
Selatan, kereta api bandara rute Yogyakarta -
NYIA, dan lain sebagainya (DetikFinance, 
2019). 
 
2. Dinamika Investasi di Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
 
Gambar 2.1. Grafik Kumulatif Penanaman 
Modal di D. I. Yogyakarta tahun 2001-2017 
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Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018  
Kondisi penanaman modal yang masuk 
ke D. I. Yogyakarta selama 17 tahun 
mengalami kepesatan. Gambar 2.1 
menunjukkan penanaman modal yang masuk 
selama 17 tahun adalah sebagian besar berasal 
dari PMA. Besarnya nilai PMA yang masuk ke 
D. I. Yogyakarta pada tahun 2017 mencapai ± 
Rp8 triliun, sedangkan PMDN yang masuk 
sebesar hampir Rp5 triliun. Pada tahun 2001 
sampai dengan 2006, PMDN menguasai dunia 
penanaman modal di D. I. Yogyakarta. Namun, 
sejak tahun 2006 ke atas, PMA mulai 
mengalami peningkatan, yang kemudian 
melaju dengan pesat dan nilai yang masuk jauh 
melebihi nilai PMDN. Pelonjakan PMA dari 
tahun 2006 menuju tahun 2007 disebabkan oleh 
diberlakukannya undang-undang penanaman 
modal baru, yaitu Undang-undang No. 25/2007 
tentang Penanaman Modal, paket kebijakan 
perbaikan iklim investasi, yaitu Instruksi 
Presiden (Inpres) No. 3/2006, dan paket 
kebijakan percepatan pengembangan sektor 
riil, yaitu Inpres No. 6/2007 tentang Kebijakan 
Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan 
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) (Soekarni dkk, 2010: 7).  
Menurut Soekarni dkk (2010), 
berlakunya UU No. 25/2007 menjadi daya tarik 
tersendiri bagi investor asing karena 
memberikan banyak kemudahan, fasilitas, dan 
tidak diskriminatif pada investor asing maupun 
dalam negeri. Selain itu, Inpres No. 3/2006 
mulai memberikan pengaruh pada kondisi 
iklim investasi Indonesia yang semakin baik 
dan melalui Inpres No. 6/2007 mampu 
meyakinkan investor asing untuk menanamkan 
modalnya karena di dalam Inpres ini 
menjabarkan kebijakan yang meliputi 
perbaikan iklim investasi dengan memberikan 
penekanan pada penyusunan tata cara dan 
pelaksanaan PTSP, perumusan pemberian 
fasilitas fiskal bagi investor, dan perumusan 
kebijakan investasi di KEK.  
Sebaliknya, PMDN mengalami 
penurunan sejak tahun 2006 yang kemudian 
berangsur membaik hingga pada tahun 2010 ke 
atas mengalami kenaikan yang signifikan. 
Penurunan ini terjadi akibat dari bencana 
gempa yang terjadi pada tahun tersebut yang 
mengejutkan penanam modal dalam negeri dan 
menggoyahkan iklim investasi di D. I. 
Yogyakarta.  
Tabel 2.1. Perbandingan PDRB, PMDN, dan 
PMA Menurut Rata-Rata Sektor Tahun 2013-
2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta  
Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018  
Lima tahun terakhir, sektor jasa 
mendominasi PDRB D. I. Yogyakarta. Sektor 
industri unggul cukup besar dari sektor 
pertanian. Sektor jasa juga menjadi dominan 
dalam PMDN maupun PMA. Rendahnya minat 
penanam modal dalam negeri terhadap sektor 
pertanian umumnya diakibatkan oleh 
infrastruktur, masalah lahan, keamanan dan 
sosial, kebijakan daerah yang mengatur 
menyulitkan penanam modal untuk 
berinvestasi, kurang tersedianya data dan 
informasi tentang potensi dan peluang investasi 
sektor agribisnis/agroindustri bagi penanam 
modal, serta promosi yang tidak intens if dan 
optimal (Utama, 2013: 53). Akibatnya, 
produksi dan produktivitas pertanian di D. I. 
Yogyakarta belum maksimal mengurangi 
kemiskinan dan menciptakan ketahanan pangan 
untuk masyarakat mengingat mata pencaharian 
utama sebagian besar di kabupaten-kabupaten 
di D. I. Yogyakarta adala petani. 
 
Tabel 2.2. Distribusi PDRB Menurut Sektor di 
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017 
SEKTOR 
KONTRIBUSI (%) 
201
3 
201
4 
201
5 
201
6 
201
7 
RERA
TA 
SEKTOR 
PRIMER 
11.7
1 
11.1
0 
11.2
1 
10.9
5 
10.5
3 
11.10 
SEKTOR 
SEKUND
ER 
13.6
2 
13.5
9 
13.1
1 
13.2
2 
13.1
2 
13.33 
SEKTOR 
TERSIE
R 
74.6
7 
75.3
1 
75.6
8 
75.8
2 
76.3
5 
75.57 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 
Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018  
Berdasarkan tabel 2.1, sektor tersier 
terus dominan di PDRB D. I. Yogyakarta 
dengan rata-rata kontribusi sebesar 75,57 
persen. Tak hanya dominan, sektor ini terus 
mengalami kenaikan sepanjang 2013 -2017. 
Jasa penyediaan akomodasi dan makan minum 
adalah subbidang yang paling dominan dalam 
sektor jasa di PDRB D. I. Yogyakarta. 
N
O 
SEKTOR 
NILAI RATA-RATA SEKTOR  
(JUTA RUPIAH) 
PDRB PMDN PMA 
1 
Sektor 
Pertanian 
                      
11,243,200 
                       
28,049 
                                       
496,914 
2 
Sektor 
Industri 
                      
13,533,400  
                 
1,667,739  
                                   
1,406,252 
3 
Sektor 
Jasa 
                      
76,901,400  
                 
2,249,234  
                                   
4,901,249  
Disamping itu, sektor pertanian terus 
mengalami penurunan dengan rata-rata 
perannya yang hanya sekitar 10,11 persen di 
PDRB D. I. Yogyakarta. Keadaan pertanian ini 
cukup memprihatinkan karena timbulnya 
masalah tidak swasembada pangan. Alih fungsi 
lahan pertanian merupakan satu dari sekian 
penyebab atas masalah tersebut maka perlu 
dilakukannya tindakan yang sigap dari 
pemerintah agar masalah-masalah seperti ini 
dapat terselesaikan secepatnya dan 
memulihkan kondisi sektor pertanian. Selain 
itu, sektor sekunder memberikan kisaran rata -
rata kontribusi sebesar 13,33 persen terhadap 
PDRB D. I. Yogyakarta, yang angka tersebut 
tidak jauh berbeda dengan kontribusi sektor 
pertanian. Sepanjang tahun pengamatan, nilai 
persentase sektor sekunder di D. I. Yogyakarta 
berfluktuasi.  
 
Tabel 2.3. Distribusi Investasi PMDN Menurut 
Sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-
2017 
SEKTOR 
KONTRIBUSI (%) 
201
3 
201
4 
201
5 
201
6 
201
7 
RERA
TA 
SEKTOR 
PRIMER 
0.96 0.77 0.72 0.63 0.59 0.73 
SEKTOR 
SEKUND
ER 
40.6
8 
43.5
2 
44.4
3 
41.0
9 
41.6
4 
42.27 
SEKTOR 
TERSIE
R 
58.3
6 
55.7
1 
54.8
5 
58.2
8 
57.7
7 
56.99 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 
Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018  
Tabel 2.3 memaparkan bahwa sektor 
pertanian dalam PMDN terus mengalami 
penurunan. Sepanjang 2013-2017, minat 
investor dalam negeri sangat rendah terhadap 
sektor pertanian di D. I. Yogyakarta, dengan 
rata-rata kontribusi hanya sebesar 0,73 persen. 
Keadaan ini bersamaan dengan kondisi sektor 
pertanian di PDRB D. I. Yogyakarta yang kian 
tahun mengalami penurunan. Selanjutnya, 
sektor industri dan sektor jasa dalam PMDN 
mengalami keadaan naik-turun. Sektor jasa 
adalah sektor dominan di PMDN D. I. 
Yogyakarta dengan rata-rata kontribusi sebesar 
56,99 persen.  
 
 
 
 
 
Tabel 2.4. Distribusi Investasi PMA Menurut 
Sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-
2017 
SEKTOR 
KONTRIBUSI (%) 
201
3 
201
4 
201
5 
201
6 
201
7 
RERA
TA 
SEKTOR 
PRIMER 
0.78 8.95 8.43 8.24 8.40 6.96 
SEKTOR 
SEKUND
ER 
22.3
9 
20.6
6 
20.0
1 
20.2
6 
20.5
3 
20.77 
SEKTOR 
TERSIE
R 
76.8
3 
70.3
9 
71.5
5 
71.5 
71.0
7 
72.27 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 
Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018  
Sepanjang tahun 2013-2017, 
keberadaan sektor-sektor PMA di D. I. 
Yogyakarta berfluktuasi. Sektor pertanian di 
PMA memiliki angka yang lebih besar 
dibanding sektor pertanian di PMDN. 
Faktanya, minat penanam modal asing terhadap 
pertanian lebih besar dibandingkan dengan 
minat penanam modal dalam negeri. Sementara 
itu, sektor sekunder memiliki peran sekitar 
20,77 persen di PMA dan sektor jasa adalah 
sektor dominan di PMA dengan rata-rata andil 
sekitar 72,27 persen. Sektor jasa jauh lebih 
unggul dibanding sektor pertanian dan industri. 
Ini juga mengindikasikan bahwa minat 
penanam modal asing tinggi pada sektor jasa 
yang ada di D. I. Yogyakarta. Disamping itu, 
sektor jasa lebih dominan dibandingkan dengan 
sektor sekunder salah satunya disebabkan oleh 
rendahnya tingkat daya saing sektor industri 
(manufaktur) karena tingkat daya saing sektor 
ini secara general bersifat labour intensive yang 
kalah bersaing dengan sektor industri di negeri 
lain yang upah buruhnya jauh lebih murah, 
seperti Cina, India, dan Vietnam (Soekarni dkk 
(2010:6)).  
 
3. Sektor Basis Perekonomian Wilayah di 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
Berdasarkan tabel 3.1 terdapat 11 subsektor 
basis dalam PDRB, 10 subsektor basis dalam 
PMDN, dan 7 subsektor basis dalam PMA. 
Tabel tersebut memaparkan bahwa terdapat 
beberapa subsektor basis yang sama dalam 
PDRB dan masing-masing jenis penanaman 
modal. Subsektor basis tersebut adalah industri 
tekstil, industri kulit barang dari kulit dan alas 
kaki, perhotelan dan restoran, serta jasa lainnya. 
Keempat subsektor tersebut menunjukkan 
penanaman modal, baik berasal dari dalam 
negeri dan asing, ikut terlibat atau memegang 
andil dalam penentuan subsektor unggulan 
perekonomian tersebut di D. I. Yogyakarta.  
Berdasarkan tabel 3.1 menunjukkan adanya 
keterkaitan antara PDRB dengan PMDN dan 
PMA. Diketahui bahwa subsektor yang 
tergolong unggul dalam PDRB serta memiliki 
nilai PDRB yang besar memiliki nilai investasi 
yang besar pula. Artinya, terdapat keterlibatan 
antara nilai investasi yang masuk terhadap 
PDRB. Tampak pada tabel 3.1 bahwa subsektor 
yang tergolong unggul dalam PDRB sebagian 
besar juga merupakan subsektor yang unggul 
dalam PMDN ataupun PMA atau keduanya 
sekaligus. Dengan demikian, dapat diketahui 
bahwa analisis Location Quotient pada PDRB, 
PMDN, dan PMA ini mampu menjamin daya 
tarik yang besar terhadap subsektor unggulan 
tersebut. 
Perhotelan dan restoran termasuk 
subsektor yang unggul dengan nilai LQ 
tertinggi, yaitu 3,349 dan termasuk salah satu 
subsektor yang menghasilkan nilai PDRB 
terbesar di D. I. Yogyakarta. Disamping itu, 
ternyata subsektor ini juga merupakan 
subsektor yang memiliki nilai penanaman 
modal terbanyak serta nilai LQ terbesar dalam 
PMDN dan nilai penanaman modal terbanyak 
kedua serta nilai LQ kedua terbesar dalam 
PMA, yaitu Rp1.789.803.640.000 (20,381) dan 
Rp1.429.786.321.110 (5,264). Investasi 
perhotelan internasional adalah kunci indika tor 
dari kepentingan pertumbuhan wisata 
(Kristjansdottir, 2016: 395). Tak hanya 
perhotelan, restoran juga mewakili kondisi 
wisata yang sedang berkembang di suatu 
daerah. Tak heran mengapa D. I. Yogyakarta 
disandang sebagai daerah wisata. 
Industri tekstil juga merupakan industri 
yang potensial di D. I. Yogyakarta. Memiliki 
nilai LQ > 1 dalam kegiatan ekonomi PDRB, 
PMDN, dan PMA membuat industri ini harus 
diperhatikan oleh pemerintah D. I. Yogyakarta. 
Melalui tabel tersebut, diketahui bahwa nilai 
LQ industri tekstil dalam PMDN lebih besar 
dibanding PMA. Berdasarkan BPS DIY (2018), 
industri tekstil memiliki kedudukan yang 
penting dalam menyerap tenaga kerja. Sampai 
pada tahun 2017, subsektor industri tekstil 
PMDN mampu mempekerjakan 8.496 tenaga 
kerja lokal yang merupakan subsektor dengan 
tenaga kerja terbanyak dan subsektor ini juga 
mampu mempekerjakan 4.498 tenaga kerja 
yang merupakan subsektor PMA dengan tenaga 
kerja terbanyak kedua. Menurut Suharsih dan 
Sriwinarti (2012: 7) dalam penelitiannya 
menyebutkan bahwa berdasarkan nilai 
produksinya pakaian jadi tekstil adalah industri 
yang paling banyak menghasilkan output dan 
merupakan produk unggulan ekspor D. I. 
Yogyakarta. 
Selain industri tekstil, subbidang 
industri lainnya yang menjadi basis dalam 
PDRB, PMDN, serta PMA sekaligus di D. I. 
Yogyakarta adalah industri barang dari kulit 
dan alas kaki. Nilai LQ tahun 2017 industri 
barang dari kulit dan alas kaki dalam  PDRB, 
PMDN, dan PMA adalah 1,393, 1,867, dan 
3,020. Melihat angka tersebut, PMA memiliki 
nilai LQ lebih besar dibanding PMDN yang 
artinya subbidang ini lebih diminati oleh 
penanam modal asing. Sama dengan industri 
tekstil, subbidang ini juga mampu 
menghasilkan produk unggulan ekspor D. I. 
Yogyakarta. Suharsih dan Sriwinarti (2012: 9) 
mengemukakan bahwa komoditas unggulan di 
D. I. Yogyakarta yang mempunyai daya saing 
tinggi untuk dieskpor adalah kulit dan barang 
dari kulit, kayu, barang dari kayu dan barang 
anyaman, serta tekstil dan barang dari tekstil.  
Perdagangan dan reparasi 
menghasilkan nilai PDRB keempat terbesar D. 
I. Yogyakarta yang mencapai 7 triliun rupiah 
tetapi bukan sebagai subsektor unggulan. 
Bersamaan dengan hal ini, nilai PMA pada 
subsektor industri makanan mencapai 1 triliun 
rupiah yang merupakan nilai subsektor PMA 
terbanyak dan nilai LQ terbesar dalam PMA. 
Sedangkan nilai PMDN pada subsektor ini 
mencapi 78 miliar rupiah dengan nilai LQ > 1. 
Hal ini menerangkan bahwa nilai PDRB yang 
besar belum tentu termasuk dalam subsektor 
unggulan karena peranan subsektor tersebut 
lebih kecil di D. I. Yogyakarta dibandingkan 
peranannya di tingkat Indonesia, tetapi dengan 
dukungan penanaman modal yang masuk dan 
terkategori sebagai subsektor yang unggul 
maka subsektor tersebut memiliki potensi 
untuk dikembangkan sebagai penggerak 
perekonomian D. I. Yogyakarta . Selain itu, 
tingginya nilai subsektor perdagangan dan 
reparasi dalam PDRB menunjukkan bahwa 
subsektor tersebut dalam kegiatannya 
menghasilkan produk yang memiliki 
permintaan yang besar, tetapi belum sebesar di 
tingkat Indonesia. Diharapkan dengan adanya 
dukungan dari penanaman modal yang masuk 
mampu meningkatkan permintaan pasar dan 
mampu memenuhi kebutuhannya, baik berasal 
dari lokal maupun luar daerah.  
   
Tabel 3.1. Keterkaitan Antara PDRB, PMDN, dan PMA di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahu n 2017 
N
o 
Subsektor 
Besaran PDRB Besaran PM DN Besaran PM A 
Nilai Produk di 
DIY  
Nilai 
LQ  
Kriteri
a  
Nilai Produk di 
DIY  
Nilai 
LQ  
Kriteria  
Nilai Produk di 
DIY  
Nilai 
LQ  
Kriteri
a 
1 Tanaman 
Pangan dan 
Perkebunan 
3,105,532,900,000 0.530 BU  1,929,840,000 0.005 BU  37,505,400,000 0.105 BU  
2 Peternakan 1,643,457,200,000 1.259 U 25,287,674,000 1.639 U 17,276,580,000 0.434 BU  
3 Kehutanan 728,827,200,000 1.353 U - - BU  - 0.000 BU  
4 Perikanan 317,809,300,000 0.159 BU  400,000,000 0.660 BU  11,764,370,000 0.796 BU  
5 Pertambangan 489,349,200,000 0.071 BU  750,000,000 0.002 BU  608,777,470,000 0.558 BU  
6 Industri 
Makanan 
6,505,523,400,000 1.157 U 227,901,298,988 0.323 BU  854,400,641,818 1.740 U 
7 Industri 
Tekstil 
1,274,075,800,000 1.247 U 859,133,000,525 5.968 U 253,537,008,375 2.733 U 
8 Industri 
Barang dari 
Kulit dan 
Alas Kaki 
323,933,900,000 1.393 U 6,692,000,000 1.867 U 277,695,187,848 3.020 U 
9 Industri Kayu 198,305,100,000 0.365 BU  5,205,420,750 0.181 BU  72,825,822,000 0.738 BU  
10 Industri 
Kertas dan 
Percetakan 
278,534,700,000 0.436 BU  136,615,621,558 0.827 BU  8,337,370,000 0.056 BU  
11 Industri 
Kimia dan 
Farmasi 
152,557,200,000 0.095 BU  80,622,060,000 0.321 BU  68,253,522,500 0.106 BU  
12 Industri Karet 
dan Plastik 
254,141,500,000 0.403 BU  99,443,970,000 1.126 U 28,339,260,000 0.180 BU  
13 Industri 
Mineral Non 
Logam 
360,404,300,000 0.590 BU  24,829,458,942 0.178 BU  22,663,730,000 0.135 BU  
14 Industri 
Logam, 
Mesin, dan 
Elektronika 
1,264,738,600,000 0.605 BU  502,524,844,000 1.988 U 20,663,968,000 0.022 BU  
15 Industri 
Kendaraan 
Bermotor dan 
Alat 
Transportasi 
Lain 
2,610,900,000 0.002 BU  - - BU  - 0.000 BU  
16 Industri 
Lainnya 
271,117,600,000 1.941 U 48,117,100,000 3.891 U 43,018,170,000 0.342 BU  
17 Listrik, Gas, 
dan Air 
241,969,700,000 0.251 BU  4,823,960,000 0.010 BU  298,533,516,000 0.282 BU  
18 Konstruksi 8,822,979,000,000 1.016 U - - BU  36,000,000,000 0.643 BU  
19 Perdagangan 
dan Reparasi 
7,788,855,600,000 0.676 BU  78,589,145,000 1.156 U 1,807,726,604,65
6 
5.604 U 
20 Perhotelan 
dan Restoran 
8,788,711,300,000 3.349 U 1,789,803,640,00
0 
20.38
1 
U 1,429,786,321,11
0 
5.264 U 
21 Transportasi, 
Gudang, dan 
Komunikasi 
15,198,550,100,00
0 
1.898 U 109,193,739,494 0.173 BU  1,400,243,688,25
5 
2.957 U 
22 Perumahan, 
Kawasan 
Industri, dan 
Perkantoran 
6,711,294,800,000 2.634 U 380,253,899,999 1.204 U 115,293,020,000 0.161 BU  
23 Jasa Lainnya 2,558,881,600,000 1.711 U 420,565,713,211 6.400 U 623,883,710,773 1.798 U 
Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018
Melihat lebih jauh adanya keterkaitan 
antara subsektor basis PDRB, PMDN, dan 
PMA, yaitu pada pada subsektor industri 
kendaraan bermotor dan alat transportasi lain di 
PDRB yang menghasilkan nilai PDRB yang 
paling rendah di D. I. Yogyakarta yakni sebesar 
Rp2.610.900.000, yang bersamaan pada tahun 
tersebut tidak adanya investasi yang tertanam di 
PMDN dan PMA dengan kata lain nol “0”. 
Terendahnya nilai PDRB yang dihasilkan 
industri ini dapat terjadi salah satunya 
dikarenakan tidak adanya dana yang 
menyokong industri ini sehingga produktivitas 
dan perkembangan industri ini pun sulit di 
dunia industri D. I. Yogyakarta. Sedangkan, 
kehutanan adalah subsektor unggul di PDRB 
dengan nilai 728 miliyar rupiah yang pada saat 
bersamaan tidak memiliki nilai investasi asing 
dan dalam negeri. Hal tersebut dapat terjadi 
dikarenakan kondisi pembangunan kehutanan 
di D. I. Yogyakarta yang semakin baik.  
Berdasarkan publikasi Bappeda DIY 
(2014) menyatakan bahwa hanya subsektor 
kehutananlah yang tidak mengalami penurunan 
jumlah rumah tangga pertanian, malah 
mengalami peningkatan selama periode 2003-
2013 hasil Sensus Pertanian DIY tahun 2013. 
Sedangkan, kondisi pada skala nasional 
mengalami penurunan secara absolut maupun 
persentase. Kenaikan persentase jumlah rumah 
tangga subsektor kehutanan tersebut di D. I. 
Yogyakarta mengalami kenaikan 9,87% dan 
Nasional mengalami penurunan sebesar (-
0,66%). Data menunjukkan bahwa wilayah 
hutan di D. I. Yogyakarta terus meningkat.  
Berdasarkan hasil analisis LQ 
subsektor PDRB, PMDN, dan PMA tahun 2017 
mengungkapkan bahwa sektor jasa memegang 
peranan terbesar pada PDRB, PMDN, dan 
PMA, melalui penyediaan makan dan minum 
dan penyediaan akomodasi atau sama dengan 
perhotelan dan restoran. Mayoritas minat 
investor asing dan investor dalam negeri jatuh 
kepada kegiatan ekonomi yang bersangkutan 
pada jasa dan industri. 
 
4. Hubungan Antara Investasi Asing dan 
Variabel-Variabel Ekonomi di Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
Tabel 4.1. Hasil Korelasi Antar Variabel di 
Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kabup
aten 
Vari
abel 
PDRB 
N 
PDRB Per 
Kapita 
N 
Koefi
sien 
Pears
on 
Sig. 
(2-
tail
ed) 
Koefi
sien 
Pears
on 
Sig. 
(2-
tail
ed) 
Kulon 
Progo 
PMA 
0,790
** 
0,0
00 
1
6 
0,790
** 
0,0
00 
1
6 
PMD
N 
0,769
** 
0,0
00 
1
6 
0,760
** 
0,0
01 
1
6 
Bantul 
PMA 
0,822
** 
0,0
00 
1
6 
0,831
** 
0,0
00 
1
6 
PMD
N 
0,767
** 
0,0
01 
1
6 
0,780
** 
0,0
00 
1
6 
Gunung
kidul 
PMA 
0,920
** 
0,0
00 
1
6 
0,928
** 
0,0
00 
1
6 
PMD
N 
0,589
* 
0,0
16 
1
6 
0,590
* 
0,0
16 
1
6 
Sleman 
PMA 
0,835
** 
0,0
00 
1
6 
0,833
** 
0,0
00 
1
6 
PMD
N 
0,602
* 
0,0
14 
1
6 
0,582
* 
0,0
18 
1
6 
Yogyak
arta 
PMA 
0,797
** 
0,0
00 
1
6 
0,687
** 
0,0
03 
1
6 
PMD
N 
0,609
* 
0,0
12 
1
6 
0,472 
0,0
65 
1
6 
Daerah 
Istimew
a 
Yogyak
arta 
PMA 
0,971
** 
0,0
00 
1
6 
0,971
** 
0,0
00 
1
6 
PMD
N 
0,847
** 
0,0
00 
1
6 
0,831
** 
0,0
00 
1
6 
**. Korelasi signifikan pada level 0,01 (2 -
tailed) 
*. Korelasi signifikan pada level 0,05 (2-tailed) 
Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018  
Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan 
hubungan PMA dan PDRB di Kulon Progo 
signifikan (nyata) dengan tingkat hubungan 
yang sangat kuat dan positif, yaitu 0,790. 
Kemudian, hubungan PMA dan PDRB per 
kapita signifikan dengan tingkat hubungan 
yang sangat kuat dan positif, yaitu 0,790. 
Begitu pula dengan PMDN dengan PDRB dan 
PDRB per kapita yang juga signifikan dengan 
tingkat hubungan yang sangat kuat dan positif. 
Baik, PMA dan PMDN memiliki arah yang 
positif terhadap PDRB maupun PDRB per 
kapita. Artinya, apabila nilai PMA mengalami 
kenaikan maka nilai PDRB dan nilai PDRB per 
kapita turut mengalami kenaikan. Hal ini juga 
dapat disebut dengan arah hubungan searah 
(positif).  
Kulon Progo mengalami pertumbuhan 
investasi seiring berjalannya waktu. Potensi 
investasi di daerah ini kian menjanjikan 
investor. Menurut Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo 
(2017) dalam publikasi Mengapa Kulon Progo 
Potensi dan Peluang Investasi menyebutkan 
bahwa Kulon Progo menjadi primadona tujuan 
investasi di D. I. Yogyakarta, dengan sedang 
dibangunnya infrastruktur dan sarana 
prasarana, diantaranya adalah keberadaan New 
Yogyakarta International Airport, pelabuhan 
perikanan Tanjung Adikarta, kawasan industri, 
pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), 
pengembangan jalur bedah menoreh, rencana 
pembangunan jalan tol serta jalur kere ta api 
sebagai aksesibilitas bandara, serta 
pengembangan wilayah utara yang merupakan 
penyangga kawasan strategis pariwisata 
nasional Borobudur. Proyek-proyek besar 
tersebut merupakan trigger bagi investor untuk 
melakukan investasi di Kulon Progo, serta 
mendukung Kulon Progo untuk mampu 
bersaing dengan kabupaten/kota lain di D. I. 
Yogyakarta. Proyek-proyek serta nilai investasi 
yang masuk di Kulon Progo teruji memberikan 
hubungan positif terhadap perekonomian 
daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat 
setempat, serta membuka kesempatan kerja, 
terlebih jumlah penduduk Kulon Progo yang 
didominasi oleh kelompok penduduk usia 
produktif menunjukkan efektivitas penduduk 
yang tinggi.  
Tabel 4.1 memaparkan bahwa 
hubungan PMA dan PDRB serta hubungan 
PMA dan PDRB per kapita di Bantul dikatakan 
signifikan ditandai dengan nilai signifikansi < 
0,05 dan tingkat hubungan yang sangat kuat 
antar variabel dengan koefisien Pearson > 0,75 
dan positif. Begitu pula dengan hubungan 
PMDN dengan PDRB dan PDRB per kapita 
yang signifikan dengan tingkat hubungan yang 
sangat kuat dan positif. Koefisien Pearson pada 
PMA lebih besar dibanding koefisien Pearson 
PMDN menggambarkan bahwa PMA memiliki 
ikatan yang lebih besar dengan PDRB dan 
PDRB per kapita. Dengan demikian, PMA 
memberikan peranan yang amat besar dalam 
perekonomian daerah. Demikian pula, 
perekonomian daerah pun mengikuti trend 
investasi di daerah tersebut. 
Bantul memiliki potensi investasi 
terhadap sektor ekonomi kreatif, sektor 
pendidikan, sektor pangan, sektor infrastruktur, 
sektor energi, serta sektor kebudayaan dan 
pariwisata. Bantul sendiri sebagai sentra 
kerajinan kulit pucung, sentra batik wijirejo, 
sentra kerajinan kulit Manding, dsb. Selain itu, 
terdapat 29 perguruan tinggi di Bantul, 
beberapa diantaranya adalah Institut S eni 
Indonesia, Universitas Mercu Buana, dan 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
Bantul juga sedang marak dikembangkan desa 
budaya dan desa wisata. Hal-hal tersebut 
merupakan segelintir potensi investasi di 
Kabupaten Bantul yang mampu menciptakan 
peluang-peluang bagi investor untuk 
menanamkan modalnya, seperti pembangunan 
perumahan dan fasilitas pendidikan seiring 
berkembangnya industri pendidikan, hotel 
seiring berkembanganya sektor wisata, 
restoran, infrastruktur seiring berkembangnya 
kawasan peruntukan industri, dan lainnya.  
Hasil uji korelasi di Gunungkidul 
mendapati hubungan antara dua variabel 
signifikan dengan tingkat hubungan yang 
sangat kuat dan positif, diantaranya terdiri  dari 
hubungan PMA dengan PDRB dan hubungan 
PMA dengan PDRB per kapita, serta tingkat 
hubungan PMDN dan PDRB dan hubungan 
PMDN dan PDRB per kapita tergolong kuat. 
Tabel 4.1 menunjukkan terdapat dua level 
signifikansi dalam korelasi, yaitu korelasi 
signifikan pada level 0,01 dan 0,05. Diketahui 
bahwa semakin kecil level tersebut, semakin 
kuat hubungan kedua variabel.  
Tingkat hubungan PMDN dan PDRB 
tergolong kuat karena nilai Pearson Correlation 
berada di rentang antara 0,5 sampai 0,75. 
Begitu pula dengan tingkat hubungan PMDN 
dan PDRB per kapita yang tergolong kuat 
dengan nilai koefisien Pearson 0,590. Dengan 
demikian, hubungan PMA dengan PDRB dan 
dengan PDRB per kapita memiliki korelasi 
yang lebih kuat dibanding PMDN, yang artinya 
adalah PMA memberikan dampak yang lebih 
besar secara langsung terhadap PDRB dan 
PDRB per kapita, seperti penyerapan tenaga 
kerja lokal PMA lebih besar dibanding 
penyerapan tenaga kerja lokal PMDN. 
Penanaman modal asing dibutuhkan 
guna mendorong pembangunan serta kemajuan 
sektor unggulan di Gunungkidul, seperti 
pertanian dan pariwisata. Seperti yang 
diketahui, daya tarik utama Gunungkidul 
adalah kekayaan dan keindahan sumberdaya 
alamnya. Daya tarik ini membutuhkan 
pembiayaan yang amat besar untuk dapat 
dikelola hingga menghasilkan keuntungan yang 
besar pula dan umumnya didominasi oleh 
penanam modal asing, yang salah satu 
alasannya karena faktor pembiayaan. 
Pembangunan hotel, resort, perusahaan, 
ataupun pabrik, turut menjadi opsi penanam 
modal asing untuk melakukan investasi di 
Gunungkidul. Berdasarkan tabel 4.1 
menunjukkan bahwa Gunungkidul adalah 
kabupaten di D. I. Yogyakarta dengan nilai 
Koefisien Pearson tertinggi antara PMA dan 
PDRB, serta PMA dan PDRB per kapita. Ini 
menunjukkan bahwa PMA berkontribusi besar 
terhadap perekonomian daerah Gunungkidul 
dan pendapatan warga setempat melalui 
masuknya proyek-proyek besar dan pembukaan 
kesempatan kerja bagi warga setempat. 
Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan 
bahwa hubungan PMA dan PDRB  di Sleman 
signifikan dengan hubungan yang sangat kuat 
dan positif, hubungan PMA dan PDRB per 
kapita signifikan dengan hubungan yang s angat 
kuat dan positif, kemudian hubungan PMDN 
dan PDRB signifikan dengan hubungan yang 
kuat dan positif, serta hubungan PMDN dan 
PDRB per kapita signifikan dengan hubungan 
kuat dan positif. Tingkat hubungan PMDN 
dengan variabel-variabel ekonomi lebih rendah 
dibandingkan hubungan PMA dengan variabel-
variabel ekonomi tersebut. Hasil korelasi di 
Sleman tersebut serupa dengan hasil korelasi 
terkait di kabupaten-kabupaten lainnya di D. I. 
Yogyakarta, yaitu PMA memiliki tingkat 
hubungan yang lebih kuat dibanding PMDN 
terhadap perekonomian daerah.  
Sleman merupakan salah satu daerah 
dengan nilai penanaman modal terbanyak di D. 
I. Yogyakarta. Nilai penanaman modal yang 
masuk didominasi oleh PMA. Keberadaan 
tenaga kerja yang berkualitas menjadi salah 
satu pendukung besar bagi masuknya PMA, 
diketahui bahwa Sleman merupakan pusat 
pendidikan sehingga bagi penanam modal 
pengetahuan yang dimiliki masyarakat adalah 
hal yang sangat penting dalam mendorong 
perkembangan PMA. Selain itu, baiknya 
infrastruktur di Sleman sangat m emudahkan 
penanam modal asing untuk beradaptasi dan 
bergerak. Bidang usaha seperti pariwisata, 
perdagangan dan jasa, industri, serta pertanian 
merupakan bidang usaha yang amat diminati di 
Sleman. Pada bidang usaha pariwisata, para 
investor banyak berinvestasi dalam perusahaan 
perhotelan dan biro perjalanan wisata. Hal-hal 
yang menjadi penunjang masuknya penanaman 
modal ke Sleman akan menghasilkan kondisi 
yang saling menguntungkan antara penanaman 
modal dengan perekonomian daerah dan 
pendapatan warganya sehingga penanaman 
modal dengan perekonomian daerah dapat 
secara langsung saling berkontribusi. 
Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson 
di Kota Yogyakarta didapati koefisien Pearson 
senilai 0,472 antara PMDN dan PDRB per 
kapita, yang menunjukkan hubungan yang 
cukup lemah antara PMDN dengan PDRB per 
kapita dengan arah positif. Nilai signifikansi 
sebesar 0,065 yang menyatakan hubungan 
antara PMDN dan PDRB per kapita tidak 
signifikan di Kota Yogyakarta. Hal ini 
disebabkan oleh masuknya penanaman m odal 
dalam negeri lebih dominan pada sektor-sektor 
yang tidak banyak menyerap tenaga kerja 
sehingga penanaman m odal yang dilakukan 
hanya dirasakan oleh pihak-pihak tertentu. 
Namun, hubungan PMDN dan PDRB 
signifikan dengan tingkat hubungan yang kuat 
dan positif. Dengan demikian, diketahui bahwa 
penanaman modal dalam negeri yang masuk ke 
Kota Yogyakarta terbukti positif memiliki 
hubungan dengan perekonomian daerah, tetapi 
tidak memiliki hubungan yang signifikan 
dengan pendapatan penduduk. Sedangkan, 
hubungan PMA dan PDRB signifikan dengan 
tingkat hubungan yang sangat kuat dan positif. 
Selanjutnya, hubungan PMA dan PDRB per 
kapita pun signifikan dengan tingkat hubungan 
yang kuat dan positif. Hal ini menunjukkan 
peningkatan PMA juga akan meningkatkan 
perekonomian daerah dan pendapatan 
penduduk. 
 
 
Gambar 4.1. Peta Tipologi Hubungan Antara 
Nilai PMA dan Nilai PDRB di Daerah Istimewa 
Yogyakarta, 2017  
 
 
Gambar 4.2. Peta Tipologi Hubungan Antara 
Nilai PMDN dan Nilai PDRB di Daerah 
Istimewa Yogyakarta, 2017  
 
Berdasarkan gambar 4.1 dan gambar 
4.2 menggambarkan tipologi hubungan antara 
penanaman modal dan PDRB di D. I. 
Yogyakarta tahun 2017. Hasil analisis tersebut 
menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang 
memiliki nilai PDRB yang tinggi, nilai PMA 
dan PMDN yang juga tinggi. Sebaliknya, 
keadaan PDRB yang rendah, keadaan PMA dan 
PMDN yang juga rendah. Ini menunjukkan 
bahwa apabila nilai penanaman modal terutama 
PMA mengalami kenaikan maka nilai PDRB 
juga mengalami kenaikan. Dengan demikian, 
peran PMA maupun PMDN memberikan 
kontribusi terhadap keadaan PDRB suatu 
daerah di D. I. Yogyakarta.  
Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul 
adalah daerah yang memiliki PDRB rendah 
yang PMA dan PMDN yang masuk juga 
tergolong rendah. Hal ini terjadi karena nilai 
masing-masing di kabupaten-kabupaten 
tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 
rata-rata PDRB dan penanaman m odal asing 
serta penanaman modal dalam negeri provinsi. 
Sedangkan, Kota Yogyakarta dan Sleman 
memiliki kondisi PDRB yang tinggi dan PMA 
maupun PMDN yang tinggi. Dengan demikian, 
hipotesis keempat pada penelitian ini terbukti, 
yaitu terdapat korelasi positif antara PMA dan 
pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Hal ini semakin diperkuat oleh 
hasil penelitian yang dikemukakan oleh 
Wahyudin dan Yuliadi (2013: 123-124) yang 
menyatakan pengaruh PMA terhadap 
pertumbuhan ekonomi di D. I. Yogyakarta 
tahun 2006-2012 memiliki hubungan yang 
positif dan pengaruh PMDN terhadap 
pertumbuhan ekonomi di D. I. Yogyakarta pada 
periode tersebut juga memiliki hubungan yang 
positif. Wahyudin dan Yuliadi (2013) 
menegaskan bahwa investasi luar negeri 
berperan aktif dan penting dalam mendorong 
perekonomian suatu daerah, baik berperan 
dalam kemajuan teknologi yang dimiliki oleh 
pihak asing maupun jaringan kuat terhadap 
lembaga internasional dan pasar global. Selain  
itu, penanaman modal yang semakin meningkat 
yang dilakukan oleh pemerintah maka 
ketersediaan barang publik juga akan 
meningkat dan akan mendorong peningkatan 
PDRB (Wahyudin dan Yuliadi, 2013).  
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan dapat disumpulkan sebagai 
berikut: 
1) Klasifikasi potensi ekonomi tiap wilayah di 
D. I. Yogyakarta pada tahun pengamatan 
adalah Kota Yogyakarta dan Sleman 
tergolong wilayah cepat maju dan cepat 
tumbuh, kemudian Bantul dan 
Gunungkidul tergolong wilayah 
berkembang cepat, serta Kulon Progo 
tergolong wilayah relatif tertinggal.  
2) Penanaman modal yang masuk di D. I. 
Yogyakarta selama 17 tahun terakhir 
mengalami dinamika dan cenderung terus 
naik dengan proporsi PMA yang lebih 
besar dibanding PMDN.  
3) Tahun 2017 Daerah Istimewa Yogyakarta 
memiliki: 11 subsektor unggulan dalam 
PDRB dengan tiga subsektor yang 
memiliki LQ tertinggi adalah perhotelan 
dan restoran (3,35), perumahan, kawasan 
industri, dan perkantoran (2,63), dan 
industri lain (1,94); 10 subsektor unggulan 
dalam PMDN dengan tiga subsektor yang 
memiliki LQ tertinggi adalah perhotelan 
dan restoran (20,39), jasa lainnya (6,4), dan 
industri tekstil (5,97); serta 7 subsektor 
unggulan dalam PMA dengan tiga 
subsektor yang memiliki LQ tertinggi 
adalah perdagangan dan reparasi (5,6), 
perhotelan dan restoran (5,26), dan industri 
barang dari kulit dan alas kaki (3,02). 
Kontribusi PMDN dan PMA turut 
mendorong suatu subsektor menjadi basis 
perekonomian di D. I. Yogyakarta.  
4) Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson 
antara PMA dan PDRB, PMA dan PDRB 
per kapita, PMDN dan PDRB, serta PMDN 
dan PDRB per kapita di tiap 
kabupaten/kota tahun 2002-2017 di D. I. 
Yogyakarta menunjukkan hubungan yang 
signifikan, kecuali pada hubungan PMDN 
dan PDRB per kapita di Kota Yogyakarta. 
Tingkat hubungan yang diperoleh dari 
semua hasil uji korelasi berada di tingkat 
sangat kuat, kuat, dan cukup kuat. Arah 
hubungan seluruh hasil analisis adalah 
searah/positif, yaitu apabila nilai satu 
variabel naik maka nilai variabel lain juga 
akan naik. 
 
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian, saran 
yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:  
1) Peningkatan taraf hidup masyarakat dan 
pembangunan ekonomi amat diperlukan 
untuk wilayah relatif tertinggal karena rugi 
apabila potensi yang melimpah tidak 
dimanfaatkan dengan baik dan benar. Ini 
berlaku tidak hanya untuk wilayah relatif 
tertinggal, tetapi kepada tipe-tipe lainnya. 
2) Pemerintah D. I. Yogyakarta diharapkan 
melakukan upaya-upaya untuk 
meningkatkan iklim investasi khususnya 
PMA karena PMA sebagai sumber untuk 
melengkapi pembiayaan pembangunan 
daerah melalui pemberian bantuan berupa 
pembiayaan proyek-proyek daerah maupun 
nasional. Upaya-upaya tersebut berupa 
perbaikan infrastruktur, peningkatan 
kualitas sumberdaya manusia, kemudahan 
proses perizinan bagi penanam modal, dan 
lain sebagainya. 
3) Fokus pemerintah mengembangkan dan 
mengoptimalkan potensi subsektor-
subsektor unggulan perekonomian serta 
subsektor unggulan dalam PMDN dan 
PMA sehingga dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi D. I. Yogyakarta. 
Perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan 
terkait untuk meningkatkan keterampilan 
masyarakat.  
4) Perlunya upaya pemerintah D. I. 
Yogyakarta dalam meningkatkan 
produktivitas sektor pertanian di tiap 
kabupaten/kota D. I. Yogyakarta melalui 
peningkatan pelayanan kepada petani, 
peningkatan teknologi pertanian, serta 
pembuatan kebijakan-kebijakan yang 
mendukung sektor pertanian.  
5) Melakukan promosi sektor-sektor 
unggulan untuk menangkap penanam 
modal, baik penanam modal asing maupun 
penanam modal dalam negeri. Promosi 
tersebut haruslah konsisten, diperbarui 
secara rutin, inovatif dan kreatif agar 
penanam modal khususnya penanam modal 
asing tertarik menanamkan modalnya. 
6) Perlu disusun upaya untuk menyelesaikan 
masalah terkait penerapan teknologi 
baru/pengalihan teknologi akibat 
masuknya modal asing yang menggantikan 
posisi tenaga manusia. 
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